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Demokrasi merupakan suatu faham dan sistem politik yang
berdasarkanpada doktrinpeople of the power, yaitu kekuasaan dari rakyat,
oleh
rakyat,danuntukrakyat.Rakyatlahpemegangkekuasaantertinggidalamsuatuneg
ara yang menganut  sistem  demokrasi  tersebut.Sederhananya
kedaulatannegara berada di tangan rakyat. Indonesia menganut sistem
demokrasi
yangsecarategasdisebutkanbahwakedaulatanberadaditanganrakyatdandilaksan
akan menurut Undang-Undang Dasar.? Seiring perkembangan zaman,kuatnya
pemahaman tentang demokrasi membuat konsep-konsepnya
menjadisuatukeyakinanpolitikberbagaibangsa,yangberkembangmenjadiisme(f
aham atau ' ajaran), bahkan berkembang pula sebagai mitos yang
dipandangmembawakeberkahan ~ bagi  kehidupan  bangsa-bangsayang

beradab.®

Indonesia sistem demokrasinya memedomani pada falsafah hidup
bangsadan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal tesebut dinyatakan dengan

tegasdalamPembukaan UUDNRITahun1945 Alinea IV (empat), yakni:

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsalndonesiadanseluruhtumpahdarahindonesiadanuntukmem
ajukankesejahteraanumum,mencerdaskankehidupanbangsa,dani
kutmelaksanakanketertibanduniayangberdasarkankemerdekaan,



perdamaianabadidankeadilansosial,makadisusunlahKemerdekaa
nKebangsaanindonesiaitu

*pasall ayat (2)Undang-Undang Dasar NegaraRepublikindonesiaTahun1945.
*samuelP.Huntington, GelombangDemokrasiKetiga,Jakarta, Grafitti,1995,him.5.




dalamsuatuUndang-
UndangDasarNegaralndonesia,yangterbentuk ~ dalam  suatu
susunan Negara Republik Indonesia
yangberkedaulatanrakyatdenganberdasarkankepadaKetuhananY
angMahaEsa,KemanusiaanYangAdildanBeradab,Persatuan
Indonesia  dan Kerakyatan ~ yang  dipimpin  oleh
hikmatkebijaksanaandalamPermusyawaratan/Perwakilan,sertade
ngan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyatindonesia.

Lebih lanjut, demokrasi sebagaimana uraian di atas, secara definisi
dapatditinjaudariaspeketimologis(bahasa)danterminologis(istilah).Secaraetim
ologis, demokrasi terdiriv dari~ 2' (dua)' kata' yang berasal dari Yunani,
yaitudemos dan cratein atau cratos. Demos berarti rakyat atau penduduk
setempat.Sedangkan cratein atau cratos adalah kedaulatan atau kekuasaan.
Dengandemikian, secara bahasa demosdan cratein atau cratos adalah keadaan
negaradi mana sistem pemerintahannya berada dalam keputusan rakyat,
rakyat
yangberkuasa,pemerintahandankekuasaanolehrakyat. *“Kemudian,secaratermin
ologis,demokrasimenurutHendriB.Moyoadalahsebagaisistempolitik yang
menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan umum ditentukan
atasdasarprinsipkesamaanpolitikdandiselenggarakandalamsusunanterjaminny

akebebasan politik.’

Sejalan dengan hal di atas, demokrasi di Indonesia dilaksanakan
denganpenyelenggaraanpemilihanumumdilaksanakansecaralangsung,umum,b
ebas,rahasia,jujur,danadilsetiaplimatahunsekali.Pemilihanumumdiselenggarak
an untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

DewanPerwakilanDaerah,PresidendanWakilPresidendanDewanPerwakilan

*AzyumardiAzra, Demokrasi, HAM,MasyarakatMadani,Jakarta,ICCEUINJakarta,2000,him.110.
*MahfudMD,DemokrasidanKonstitusidilndonesia,Jakarta,RhinekaCipta,2003,hIm.19.



RakyatDaerah.PesertapemilihanumumuntukmemilihanggotaDewanPerwakila
n Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalahpartaipolitik.PesertapemilihanumumuntukmemilihanggotaDewanPerwa
kilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakanoleh
suatu komisi pemilihan umum vyang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri.Ketentuanlebihlanjuttentangpemilihanumumdiaturdenganundang-

undang.® Untuk sistem pemii.han kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat
(4)Undang-Undang -Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI11945)yaitu:

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai
KepalaPemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih
secarademokratis.

Pemiluatau  pilkadadiatas,merupakansuatukontestasipolitikdalammemilih
dan menentukan pemimpin suatu daerah maupun penentuan wakilrakyat
berdasarkan daerah pemilihannya. Secara definisi, pemilu
diartikansebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017tentangPemilihan Umum;yang menyebutkan:

Pemiluadalahsaranakedaulatanrakyatuntukmemilihparaanggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
PerwakilanDaerah,PresidendanWakilPresiden,danuntukmemilih
anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakansecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
(biasa
disingkatluber)danadildalamNegaraKesatuanRepublikindonesia
berdasarkanPancasiladanUndang-
UndangDasarNegaraRepublikindonesiaTahun 1945.

®pasal22EUndang-Undang DasarNegaraRepublikindonesiaTahun1945.



Lebih lanjut, pemilu berbeda dengan pilkada baik dari aspek
pelaksanaandan regulasi yang mengaturnya. Pemilu diatur dalam Undang-
Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan Pilkada
diatur dalamUndang-
UndangNomorl1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiU
ndang-
UndangNomorlTahun2014tentangPemiIihanGubernur,Bupati,WaIikotaMenja
diUndang-Undangju-nctoUndang—
UndangNomor8Tahun2015tentangPerubahanAtasUndang-
UndangNomorl1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiU
ndang-
UndangNomorlTahun2014tentangPemilihanGubernur,Bupati,WalikotaMenja
diUndang-UndangjunctoUndang-
UndangNomor10Tahun2016tentangPerubahanKeduaAtasUndang-
UndangNomor1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiU
ndang-UndangNomor1Tahun2014tentangPemilihanGubernur, Bupati,
Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan PemerintahPengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan KetigaAtasUndang-
UndangNomorl1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiU
ndang-UndangNomorlTahun2014tentangPemilihanGubernur, Bupatidan

WaikotaMenjadi Undang-Undang.

Disampingperbedaanitu,terdapatjugapersamaanpemiludenganpilkada,yaitu

penyelenggaranpemilihankepaladaerah(pilkada)



dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh

wilayahNegaraKesatuanRepublik Indonesia.’

Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada setiap 5 (lima)
tahunsekali,yangmanapemiludanpilkadabagiandarisistemdemokrasidilndonesi
a,tidakmenutupkemungkinanadanyapelanggaran-pelanggaranyang berkaitan
dengan pemilu dan pilkada. Pelanggaran yang terjadi
bisadilakukanolehpenyelenggarapemiludan/ataupilkada;pasangancalon(paslon
) dalam pemilu maupun pilkada serta tim sukses atau relawan
daripaslontertentu.Pelanggaranpemiluterdiridaripelanggaranadministrasi,seng
keta dan perselisihan hasil pemilu, pidana dan kode etik yag diatur
dalamPasal 454 sampai Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentangPemilu.Di sisi lain,; proses penanganan pelanggaran pilkada
berdasarkanPasal134Undang-
UndangPilkada.Salahsatupelanggaranyangcukupmendapatkanperhatianbanya
k,adalahpelanggaranpidana.Pelanggaranpidanainisebenarnyaadalahupayaterak
hir,sebagaimanadikenalistilahultimum remidium dalam hukum pidana yaitu
asas mengatakan bahwa hukumpidana hendaklah dijadikan upaya terakhir
dalam hal penegakan hukum. Halini memiliki makna apabila suatu perkara
dapat diselesaikan melalui jalur
lain(kekeluargaan,negosiasi,mediasi,perdata,ataupunhukumadministrasi)hend

aklahjalur tersebut terlebih dahulu dilalui.?

"Pasal3ayat(1)Undang-
UndangNomor1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor1Tahun2014tentangPemilihanGubernur,Bupati, Walikota MenjadiUndang-Undang.

8https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/,



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/

diaksestanggal30 Maret2021
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Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan
terhadapketentuan pemilihan.” Untuk menyamakan pemahaman dan pola
penanganantindakpidanaPemilihan,BawasluProvinsi,dan/atauPanwasKabupat
en/Kota,KepolisianDaerahdan/atauKepolisianResor,danKejaksaan Tinggi
dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra
penegakanhukumterpadu(Gakkumdu). °Sentrapenegakanhukumterpadumelek
atpada Bawaslu, Bawaslu' Provinsi, —dan Panwas Kabupaten/Kota.™
Ketentuanlebih Ianj-ut mengenai sentra penegakan hukum' terpadu diatur
berdasarkankesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia,JaksaAgung Republikindonesia, dan Ketua Bawaslu.*

Penanganan tindak pidana oleh sentra gakkumdu dilakukan dengan
asaspersamaandimukahukum,pradugatidakbersalah,danlegalitas.**Penanganant
indakpidanapemiluberdasarkanpadaprinsip-

prinsipyangmeliputikebenaran,keadilan,kepastian,kemanfaatanhukum,cepat,

° pasal 145Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

PemerintahPengganti-Undang-UndangNomor, 1! Tahun12014 tentang Pemilihan-Gubernur, Bupati,

WalikotaMenjadiUndang-Undang.
1%pasallangka38Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihaUmumjucto

Pasal152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-

UndangNomor1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
MenjadiUndang-Undang.

! pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
AtasUndang-UndangNomor1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota MenjadiUndang-
Undang.

12 pasal 152 ayat (4)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
AtasUndang-UndangNomor1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota MenjadiUndang-
Undang.

3 Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Repblik Indonesia, Kepala Kepolisian
Republikindonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020,Nomor 1
Tahun 2020,Nomorl4 Tahun 2020 tentangSentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Gubernurr danWakilGubernur,Bupati danWakilBupati, dan Walikota serta WakilWalikota.



sederhanadanbiayamurah,dantidakmemihak.* Adapuntugassentragakkumdu
tidak diatur eksplisit dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun2018
tentangSentra  Penegakan ~ Hukum  Terpadu  (Gakkumdu).  Akan
tetapitugassentraGakkumdudiaturdalamPeraturanBersamaKetuaBawaslu,Kepa
la Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik IndonesiaNomor
5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020
tentangSentraPenegakanHukumTerpadupadaPemilihanGubernurdanWakiIGub
ernur, Bupati daﬁ Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
Ketentuantugasgakkumdu tersebutdisebutkan dalamPasal3 yaitu:
(1) Peraturan Bersama ini  bertujuan untuk mewujudkan
efektivitasdanoptimalisasi penanganantindak pidanapemilihan;
(2) PeraturanBersamainiberfungsisebagaipedomanbagipengawaspe
milihan,penyidiktindakpidanapemilihandanJaksadalam
penanganantindak pidanapemilihan.
Prosespenanganantindakpidanapemiludimulaidariadanyalaporan,kemudian
verifikasi, tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
sampaitahapputusanpengadilan.Terkaitadanyalaporandugaantindakpidanapemi
lu, maka koordinasi awal dilakukan olehBawaslu,BawasluProvinsi,Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada KepolisianNegara
Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)
jamsejakBawaslu,BawasluProvinsi,BawasluKabupaten/Kota,dan/atauPanwasl

u Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang

didugamerupakantindakpidanapemilu.Laporandugaantindakpidanapemilu

1 pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Repblik Indonesia, Kepala Kepolisian
Republikindonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020,Nomor 1
Tahun 2020,Nomorl4 Tahun 2020 tentangSentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Gubernurr danWakilGubernur,Bupati dan WakilBupati,danWalikota serta WakilWalikota.



tersebutdisampaikansecaratertulisdanpalingsedikitmemuatnamadanalamat
pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan
uraiankejadian.™

Kemudian, penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan
buktipermulaanyangcukupadanyadugaantindakpidanaPemilu,hasilpenyelidika
nnya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik palinglama 1 x 24
(satu  kali  dua puluh empat) jam.’*  Setelah  tahap
penyelidikan,dilakukénpenyidikanoleh penyidikKepolisian Negara
Republikindonesiadanmenyampaikanhasilpenyidikannyadisertaiberkasperkara
kepadapenuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
laporandandapatdilakukandengantanpakehadirantersangka.Dalamhalhasilpeny
idikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
penuntutumummengembalikan berkas perkara kepadaPenyidik Kepolisian
NegaraRepublik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan
untukdilengkapi.PenyidikKepolisianNegaraRepublikindonesiadalamwaktupali
nglama3(tiga)harisejaktanggalpenerimaanberkas,harussudahmenyampaikanke
mbaliberkasperkaratersebutkepadapenuntutumum.*’Penuntutumummelimpahk
anberkasperkarakepadaPengadilanNegeripaling lama 5 (lima) hari sejak
menerima berkas perkara dan dapat

dilakukandengantanpakehadirantersangka.‘®Darikegiatandiatas,adalahbagiank

oordinasiantaraunsur-unsurBawaslu,KepolisiandanKejaksaanyang

>Pasal476ayat(1)dan(2)Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihan
Umum.

1%Pasal479 Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihanUmum.

pasal480Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihanUmum.

18pasal480 ayat(4)Undang-Undang Nomor7 Tahun2017 tentangPemilihan Umum.



tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Setelah
semuabukti-
bukticukupdanterjadikesepahamanatasdugaantindakpidanapelanggaran pemilu
maupun pelanggaran pidana pilkada, maka dugaan tindakpidanatersebut
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

PengadilanNegeridalammemeriksa,mengadili,danmemutusperkaratindakpi
danapemiIumenggunakanKitabUndang-
UndangHukumAcaréPidana,kecuaIiditentukanIaindalamUndang-
Undangini.Sidangpemeriksaan perkaratindak pidanapemilu dilakukan oleh
majelis khusus.™

Selanjutnya rincian proses tahapan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan,danpemeriksaantindakpidanapemiludilakukanberdasarkanUndang-
UndangNomor8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana,kecualiditentukanlaind
alamUndang-Undangini.*’Berkaitandenganprosespenanganan tindak pidana
pemilu di atas, maka ketentuan penanganan pidanapilkada disebutkanbahwa
dalamkampanye
dilarangmempersoalkandasarnegaraPancasiladanPembukaanUndang-
UndangDasarNegaraRepublikindonesia Tahun 1945;menghina
seseorang,agama, suku, ras,
golongan,CalonGubernur,CalonBupati,CalonWalikota,dan/atauPartaiPolitik;m
elakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba
PartaiPolitik,perseorangan,dan/ataukelompokmasyarakat;menggunakankekera
san,ancamankekerasanataumenganjurkanpenggunaankekerasankepadaperseora

ngan,kelompokmasyarakatdan/atauPartaiPolitik;mengganggukeamanan,ketent



eraman,danketertibanumum;mengancam

1%pasal481 Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum.
2pasal477 Undang-Undang Nomor7 Tahun2017 tentangPemilihan Umum.




dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih
kekuasaandari pemerintahan yang sah;merusak dan/atau menghilangkan alat
peragaKampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan
pemerintahdaerah;menggunakantempatibadahdantempatpendidikan;melakuka
npawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraandijalan raya; dan/ataumelakukan kegiatan kampanye di luar jadwal
yang telahditetapkan oleh KPU Provinsi dan  KPU Kabupaten/Kota.*
Ketentuan tersebutj-ika dilanggar maka merupakan tindak pidanadan
dikenakan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan.”* Adapun
proses penanganan tindakpidana pemilihan tidak semuanya diatur dalam UU
Pemilu dan UU Pilkadatersebut, namun juga diatur dalam Peraturan Bawaslu
Nomor 4 Tahun
2020tentangPengawasan,PenangananPelanggaran,danPenyelesaianSengketaPe
milihanGubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupatisertaWalikota dan
Wakil Walikota Serentak Lanjutan  Dalam Kondisi BencanaNon Alam
Corona Virus Disease-19 (Covid-19), Peraturan Bersama KetuaBawaslu
Republik Indonesia, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republikindonesia
dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;
NomorlTahun2020;Nomor14Tahun2020tentangSentraPenegakanHukumTerp
adu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

WakilBupati,Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2 pasal 69 Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan

PemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor1Tahun2014tentangPemilihanGubenur,Bupati,danWalikotaMenjadiUndang-
Undang.

*pasal  72ayat (1) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015  tentangPenetapan



PeraturanPemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor1Tahun2014tentangPemilihanGubenur,Bupati,danWalikota MenjadiUndang-
Undang.




Adapuntahapanprosespenangangantindakpidanapemiihantersebutantaralain
adanyapenerimalaporan/temuan,pembahasanpertamaterkaitlaporan/temuan,kaj
ianpelanggaranpemilihan,pembahasankedua,penyidikan,pembahasanketiga,pra
peradilan, danpenuntutan.

Secaranasionalpadapelaksanaanpemilutahun2019terdapat548pelanggaran
yang merupakan pelanggaan pidana.® Dari 548 kasus pelangaranpidana
pemilu, sebanyak 345 kasus sudah diputuskan. Dengan rincian dalamskala
nasional, mulai dari- Prbvinsi Aceh sebanyak 8 putusan, Sumatera Utara24
putusan, Kepulauan Riau 11 putusan, Riau 16 putusan, Jambi 1
putusan,Sumatera Barat 17 putusan, Sumatera Selatan 1 putusan, Bangka
Belitung 3putusan, Lampung 1 putusan, Bengkulu 4 putusan, Banten 3
putusan, DKlJakarta 8 putusan, Jawa Barat 15 putusan, D.l.Yogyakarta 4
putusan, JawaTengah 13 putusan, Jawa Timur 5 putusan, Bali 2 putusan, Nusa
TenggaraBarat21putusan,NusaTenggaraTimurllputusan,KalimantanBarat5put
usan,KalimantanUtara3putusan,KalimantanTengahlputusan,KalimantanTimur
6putusan,KalimantanSelatan6putusan,SulawesiBarat
12putusan,SulawesiTengah24putusan,Sulawesi Tenggara3utusan,Sulawesi
Utara 5 putusan, Sulawesi Selatan 41 putusan, Gorontalo 19 putusan,Maluku
Utara 20 putusan, Maluku 19 putusan, Papua Barat 4 putusan danPapua9

putusan.?

Bnttps://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18190341/bawaslu-temukan-548-pelanggaran-
pidana-pemilu-ini-paparannya,diaksestanggal 30 Maret 2021.

Znttps://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-
tahun-2019-4-november-2019,diaksestanggal26 April2021.



https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18190341/bawaslu-temukan-548-pelanggaran-pidana-pemilu-ini-paparannya
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18190341/bawaslu-temukan-548-pelanggaran-pidana-pemilu-ini-paparannya
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18190341/bawaslu-temukan-548-pelanggaran-pidana-pemilu-ini-paparannya
https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019
https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019

Sementaraitu,pelanggaranpidanapemilutahun2019diProvinsiSumatera
Barat sebanyak 33 kasus.®> Namun yang diputus hanya sebanyak
17kasus.Sedangkanpelanggaranpidanapemilutahun2019yangterjadidiKabupate
n Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Baratterdapat 10
(sepuluh)kasusdugaan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2019 yang ditangani
olehBawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 10 (sepuluh) kasus dugaan
pidanayang ditangani Bawlaslu' Lima Puluh Kota, 9 (sembilan) kasus statusnya
tidakdilanjutkan ke ﬁrosés penyidikan. Karené berdasarkan hasil pembahasan
tahapkedua,bersamaSentraGakkumdudarifakta-
faktayangditemukantidakmemiliki cukup bukti sehingga tidak memenuhi
unsur pada pasal pidana yangdisangkakan.Sedang 1(satu) kasus
sudahdiputuspengadilan.?®

Disampingitu,pelanggaranpidanadalampemilihankepaladaerah(pilkada)tah
un2020yangdilakukansecaraserentaksecaranasionaltesrdapat
112kasus.?’Untukpelanggaranpidanapilkadatahun2020diProvinsiSumatera
Barat sebanyak 5  kasus.’® Sedangkan  dugaan  pelanggaran
tindakpidanapilkadatahun2020yangterjadidiKabupatenLimaPuluhKotasebanya
k6(enam)kasusbersumberdaritemuan.Dari6(enam)temuandugaan pelanggaran
tindak pidana tersebut, Bawaslu Lima Puluh Kota

sedangmemproseskasusdugaanpolitikuangolehtimkampanyesalahsatupasangan

Zhttps://langgam.id/bawaslu-proses-57-kasus-pelanggaran-pemilu-terbanyak-
pidana/,diaksestanggal30Maret 2021.

26 http://50kota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lima-puluh-kota-tangani-enam-kasus-dugaan-
pelanggaran-pidana-pemilu, diaksestanggal 8Februari 2021.

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-
tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan,diaksestanggal30Maret2021.

Zhttps://www.republika.co.id/berita/ggbeuad28/bawaslu-sumbar-catat-5-kasus-pidana-pilkada-



https://langgam.id/bawaslu-proses-57-kasus-pelanggaran-pemilu-terbanyak-pidana/
https://langgam.id/bawaslu-proses-57-kasus-pelanggaran-pemilu-terbanyak-pidana/
http://50kota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lima-puluh-kota-tangani-enam-kasus-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu
http://50kota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lima-puluh-kota-tangani-enam-kasus-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu
http://50kota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lima-puluh-kota-tangani-enam-kasus-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan
https://www.republika.co.id/berita/qqbeua428/bawaslu-sumbar-catat-5-kasus-pidana-pilkada-2020

2020, diakses tanggal30Maret2021
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https://www.republika.co.id/berita/qqbeua428/bawaslu-sumbar-catat-5-kasus-pidana-pilkada-2020

calonbupatidanwakilbupati.Proseskasusinisudahsampaipadatahapkonfirmasiol
ehtimpenyidikSentraPenegakanHukumTerpadu(SentraGakkumdu)yangmerupa
kangabungandariBawaslu,PolresLimaPuluhKota, Polres Payakumbuh, dan
Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Sejak darikampanye pilkada September 2020
lalu sampai dengan Desember ini, SentraGakkumdu Lima Puluh Kota
menangani delapan kasus dugaan pidana pemiluyang terjadi di Lima Puluh
Kota. Dari del.apar) Kasus itu, tujuh kasus
tidakdiIanjutkankarerilatidakterpenuhinyasyaratformiIdanmaterilpidanapemiIu.2
9

KomisionerBawasluLimaPuluhKotaDivisiHukumPenangananPelanggaran
di Sarilamak, membenarkan adanya temuan dari pihak Bawasluatas dugaan
pelanggaran pidana pemilihan dari tindakan tim kampanye ataurelawan
kampanye paslon nomor “urut 3 (tiga), yaitu pasangan Safaruddin-
RizkiKurniawan. TemuantersebuttelahmemenuhiunsurPasal187 Aayat
1) junctoPasal73ayat(4) UndangUndangNo
10Tahun2016tentangPemilihanGubernur,Bupatidan\Walikota.Sementaraitu,Ke
tuaTimPemenanganpasangannomorurut3,RikoFebriantomengatakandariinform
asiyangdidapatkannya,kegiatanyangmenjaditemuanBawaslumerupakan
kegiatan pimpinan cabang Golkar  di Kecamatan Suliki.
”Memangadasemacampemberiandisana,tapikepadakaderkarenakegiatannyame
manguntukkaderdikecamatan.ltuinformasiyangsayadapatkan,ujarnya.Bahkan,

pasangancalontersebutdandirinyasebagaiketuatimtidak

Phttps://padek.jawapos.com/sumbar/Lima Puluh-kota/03/12/2020/bawaslu-proses-dugaan-
politik-uang/,diaksestanggal23Januari2020.



https://padek.jawapos.com/sumbar/limapuluh-kota/03/12/2020/bawaslu-proses-dugaan-politik-uang/
https://padek.jawapos.com/sumbar/limapuluh-kota/03/12/2020/bawaslu-proses-dugaan-politik-uang/
https://padek.jawapos.com/sumbar/limapuluh-kota/03/12/2020/bawaslu-proses-dugaan-politik-uang/

mengetahuikegiatantersebutkarenamemangkegiatantersebutbukankegiatan
kampanye.  Meski  begitu, pihaknya akan tetap  menghormati
prosesyangberjalan dan menungguhasil dari penyidikanpihak yang
berwenang.®

Berangkat dari uraian-uraian di atas, tentu muncul pertanyaan
mengapabanyakkasuspelanggaranpidanapemiludanpelanggaranpidanapilkadab
anyak yang tidak lanjut . ke tahap penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan.PadahalsétiaptahapanadanyadugaantindakpidanapemiludanpiIkada
didampingi atau diawasi oleh sentra gakkumdu, vyaitu dimulai dari
adanyalaporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 dan
pilkadatahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,
makadalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji studi kasus
tersebutyang berhubungan ™ dengan sentra penegakan hukum terpadu
(gakkumdu) yangterdiri atas unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam
penanganan tindakpidana pemilu dan pilkada serta pelaksanaan fungsi
penyelidikan, penyidikandan penuntutan dalam hal penanganan tindak pidana
pemilu maupun
pilkada,denganjudul “PENANGANANTINDAKPIDANAPEMILUTAHUN
2019 DAN TINDAK PIDANA PILKADA TAHUN 2020
OLEHSENTRAPENEGAKANHUKUMTERPADUDIKABUPATENLIM
APULUH
KOTA”...Denganperumusanmasalahdibawah inisebagaiberikut:

B. RumusanMasalah

Berdasarkanpadalatarbelakangdiatas,perumusanmasalahdalampenelitianini



adalah sebagai berikut:

% hitps:/Aww.sumbarfokus.com/berita-politik-uang-di-lima-puluh-kota-ini-

temuannya.html,diaksestanggal 23Januari2021.
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https://www.sumbarfokus.com/berita-politik-uang-di-lima-puluh-kota-ini-temuannya.html
https://www.sumbarfokus.com/berita-politik-uang-di-lima-puluh-kota-ini-temuannya.html

1. Bagaimanakahpenanganantindakpidana pemilihanumumtahun 2019oleh
Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu) di Kabupaten LimaPuluh

kota?

2. Bagaimanakah penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah
tahun2020 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di

KabupatenLimaPuluh kota?

C. TujuanPenelitian ‘'
Berangkat dari rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian
ini,makatujuan yang hendak dicapaioleh penulissebagai berikut:

1. Untukmengetahuisejauhmanapenanganantindakpidanapemilihanumum
oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahun 2019
diKabupatenLimaPuluh Kota;

2. Untukmengetahuisejauhmanapenanganantindakpidanapemilihankepala
daerah oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahun2020di
Kabupaten LimaPuluh kota;

D. ManfaatPenelitian
Berdasarkan rumsan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka
manfaatpenelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu manfaat teoritis dan
manfaatpraktis.

1. ManfaatTeoritis

Manfaatteoritispenelitianinibagipengembanganilmuhukumpidanayangl

ebih khusus padaaspek penanganan pidana pemilu.



2. ManfaatPraktis

Manfaat praktis penelitian ini untuk kepentingan pengembangan

ilmuhukumpidanayangdiharapkanbermanfaatbagimasyarakat,akademi

s dan penulis.

E. KeaslianPenelitian

Penelitian mengenai tindak pidana pemilu dan pilkada bukanlah hal

yangbaru. Penulis mehyadari'terdapat béberapa penelitian berkaitan dengan

tindakpidana pemilu dan pilkada, di antaranya sebagai berikut pada tabel di

bawabhini:
No. Nama Judul Rumusan Prodi
Masalah danUniver
sitas
1. Heri ProblematikaP . Apaproblema | ProgramPascas
JokoSe enegakanHuku tikapenegaka | arjanaMagister
tyo m nhukum lImuHukumUn
TindakPidana tindakpidanap | iversitasislaml
PemiluLegislat emilulegislati | ndonesia2016
if dilndonesia f
1 e
o) dilndonesia?;
. Bagaimanaka
h
mengatasipro
blematikapen
egakanhukum
tindakpidanap
emilulegislati
f dilndonesia?
2. Muhammad | PenegakanHuku | a.Bagaimanapen ProgramPasc
mTerhadapTinda egakanhuku asarjanaMagi
Syarif k PidanaPolitik mterhadaptin | sterlimuHuku
UangPada dak muUniversitas
Legisatif pidanapolitik
diKotaSolok uang




(Tesis) pada Andalas2017
pemilulegisl
atif
diKotaSolok
-

b. Apasaja
kendaladala
mpenegakan
hukumterhad
aptindakpida
napolitik
uangpada
pemilulegisla
tif
diKotaSolok
2

Berdasarkanpenelusuranjudulpenelitiandiatas,denganinipenulismenyatakan
bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan juduldan perumusan
masalah dengan penelitian-penelitian di atas. Penulis menelitidan mengkaji
penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan
umumolehsentrapenegakanhukumterpadutahun2019danpenangananpela
nggarantindakpidanapemilihankepaladaerahtahun2020olehSentra
Penegakan Hukum Terpadu dengan.studi kasus atau masalah pemilu2019
dan pilkada 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
SumateraBarat.Dengandemikian,penulismenyatakanpenelitianinidapatdipertan

ggungjawabkankeasliannyasesuaidengankaidahpenulisankaryatulisilmiah.




F. KerangkaTeoridanKonseptual

1. KerangkaTeori

a. TeoriPenegakanHukum

Penegakanhukumhakikatnyamerupakanpenegakanide-ideataukonsep-
konsepyangabstrak.Penegakanhukumadalahusahauntukmewujudkanide-
idetersebutmenjadikenyataan.SoerjonoSoekantomengatakanbahwapenegak
anhukumadalahkegiatanmgnyerasikanhubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang
mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagairangkaian penjabaran
nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai socialengineering,
memelihara dan mempertahankan social control
kedamaianpergaulanhidup.Penegakanhukumyangsecarakonkretadalahberla
kunya hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. Olehkarena
itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskanperkara
dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concretodalam
mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya  hukum  materiil
denganmenggunakan” caraprosedural yang " diterapkan oleh hukum
formal.*!

Proses dalam penegakan hukum melibatkan banyak hal. Secara
umum,menurutSoerjonoSoekanto,ada5(lima)faktoryangmemengaruhipene
gakan hukum, antaralain:**

a) Faktorhukumnyasendiri;

$IRidwanHR, HukumAdministrasiNegara,EdisiRevisi,Jakarta,RajawaliPres,2011,him.

291.



2| pid,him.293.
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b) Faktorpenegakhukum,yaitupihak-
pihakyangmembentukmaupunyang menerapkan hukum;
c) Faktorsarana ataufasilitasyangmendukungpenegakanhukum;
d) Faktormasyarakat,yaknilingkungandimanahukumtersebutberlakuat
au diterapkan;
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yangdidasarkanpadakarsamanusiadi dalam pergaulan hidup.
Kelimafaktordiatas,salingberkaitandenganeratnya,karenamerupakanese
nsidaripenegakanhukumsertamerupakantolokukurdaripada efektivitas
penegakan hukum itu sendiri.*®
Hukumberfungsisebagaiperlindungankepentinganmanusia.Agarkepenti
nganmanusiaterlindungi,hukumharusdilaksanakan.Pelakasanaan ~ hukum
atau penegakan hukum®dapat berlangsung normal,damai, tetapi dapat
terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini,hukum yag
dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilahhukum
menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga)
unsuryangharusselaludipenuhi,yaitukepastianhukum,kemanfaatandankeadi
lan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabelterhadap
tindakan  sewenang-wenang yang  berarti  bahwa  seseorang
akandapatmemperolehsesuatuyangdiharapkandalamkeadaantertentu.Denga
nadanyakepastianhukummakaterciptaketertibanmasyarakat(umum).Keman

faatanhukum,yaitupenegakanhukumyangdilaksanakan

Ibid.



memberimanfaatmasyarakat.Sementarakeadilan,masyarakatsangatberkepe
ntinganbahwadalampenegakanhukum,keadilanharusdiperhatikan. Hukum
tidak identik dengan keadilan, hukum itu
bersifatumum,mengikatsetiaporang,bersifatmenyamaratakan.Sebaiknya,ke
adilanbersifat subyektif, individualistisdan tidak menyamaratakan.®
LawrenceM.Friedmanmengemukakanbahwaefektifdanberhasiltidaknya
penegakan hukum tergan';ung tiga unsur sistem hukum, yaknistruktur
hukum (struktur- of law), substansi hukum (substance of the law)dan
budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparatpenegak
hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangandan
budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang
dianutdalam suatu masyarakat. Budaya hukum yang merupakan sikap
manusia(termasuk budaya” hukum aparat penegak hukumnya) terhadap
hukum dansistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk
menjalankanaturanhukumyangditetapkandansebaikapapunkualitassubstans
ihukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang
yangterlibat dalam-sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak
akanberjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah
masyarakatataurekayasasosialtidaklainhanyamerupakanide-
ideyangingindiwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya
fungsi hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka

bukan hanyadibutuhkanketersediaanhukumdalamartikaidahatauperaturan,

*SudinoMertokusumo,MengenalHukumSuatuPengantar, Y ogyakarta, Liberty,2008,him.160-

161.



melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut
kedalampraktekhukum,ataudengankatalain,jaminanakanadanyapenegakan
hukum(law enforcement) yang baik.*

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu
dimulaidariprosesadanyalaporan,kemudianverifikasi,tahappenyelidikan,pe
nyidikan,  penuntutan dan sampai tahapputusan  pengadilan.
Rincianprosestahapanpenyglidikan,pen}yidikan,penuntutan,danpemeriksaan
tindak pidana bemilu dilakukan berdasarkan Undang-UndangNomor
8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain
dalamUndang-Undang ini.*°

b. TeoriKeadilan

Adil (demikian juga tidak adil) adalah sebuah kata yang sudah
umumdipakai terutama dilingkungan penegak hukum dan para pencari
keadilan.Bolehjadimaknaadilituberbeda-
bedaantarasatupenggunaandanpenggunaan lainnya. Misalnya “keputusan
itu adil”. Adil di sini menunjukpada keputusan, baik sisi prosesnya dapat
diterima atau dirasa memuaskanbagi yang" ditujukan oleh keputusan
itu.Selanjutnya contoh lain, yangsering dijumpai dalam kenyataan adalah
sekelompok orang yang
mencarikeadilan.Keadilandisiniadalahsesuatuyanguntukmemperolehnyaha

rusdiperjuangkanatausuatukebutuhanyangbelumterpenuhikarena

35MunirFuady,Teori-Teori Besar(GrandTheory)DalamHukum,Kencana,Jakarta,2013,him.40.

%%pasal477 Undang-Undang Nomor7Tahun2017tentangPemilihanUmum.



satudanlainhal.*” Inimisalnyaberhubungandenganindividuataukelompok
masyarakat yang merasa hak-haknya (yang seharusnya dijaminoleh
hukum) dirugikan. Mereka selalu menuntut pemenuhan hak-hak ituatas
nama keadilan.Dengan demikian, keadilan berkaitan dengan hak-hak, yaitu
memberikan  kepada orang apa yang menjadi  haknya.
Rupanya,keadilanitujugaseringmunculjustruketikaterjadiketidakadilan.Kea
diIanseolah-olahberkaitandgnganpihakpenderitaataukorbanmalahanitu
adalah suara hati dari orang-orang miskin.*®
Berangkatdariuraiandiatas,beberapafilsufmemilikipandangantersendiri
mengenaikeadilan.Platomengatakanbahwakeadilanituberkaitandenganpera
nindividudalamnegara(polis).Disampingitukeadilanbisaditafsirkanmerupak
anemansipasidanpartisipasiwarganegara(polis)dalamgagasantentangkebaik
andalamnegaradanitumerupakansuatupertimbanganfilsafatbagisuatuundan
g-
undang.Demikianpulagagasanhukumtidakdapatdipisahkandarigagasankead
ilan. Lebih lanjut, Aristoteles mengemukakan keadilan ke dalam
4(empat)bagian.Pertama,keadilandalampembagianjabatandanhartabenda
publik; kedua, keadilan dalam hal jual beli; ketiga, keadilan
sebagaikesamaanaritmatisdalambidangprivatataujugapublik;keempat, keadi

lan dalam penafsiran hukum.*

$"HyronimusRhiti, FilsafatHukumEdisiLengkap, Y ogyakarta, UniversitasAtmaJayaY ogyakarta,2
011,him. 238.

*1bid.

*1bid,him.242.
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Aristoteles  menerangkan  keadilan  dengan  ungkapan “justice
consistsintreatingequallyandunequallsunequally,inproportiontotheirinequ
ality”.Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yangtidak
sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristotelesdalam
mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikanbenda
tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketikasemua
unsur  masyarakat .men.dapat bagian ~yang sama dari semua
bendayangadadiailam.ManusiaolehAristoteIesdipandangsejajardanmempun
yaihak yang sama ataskepemilikan suatu barang (materi).*°

2. KerangkaKonseptual
Dalampenulisantesisini,penulismemberikandeifinisidanbatasan-
batasansebagai berikut:
a. SentraPenegakanHukumTerpadu(Gakkumdu)

Penegakanhukumterpadu(gakkumdu)adalahpusataktivitaspenegakan
hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu,Bawaslu
Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian NegaraRepublik
Indonesia,  Kepolisian  Daerah, dan/atau~ Kepolisian  Resor,
danKejaksaanAgungRepublikindonesia,KejaksaanTinggi,dan/atauKejaksa
anNegeri.*!

b. PemilihanUmum(Pemilu)

PemilihanumumadalahsaranakedaulatanrakyatuntukmemilihanggotaD

ewanPerwakilanRakyat(DPR),anggotaDewanPerwakilan

*“MuhammadHelmi,KonsepKeadilanDalamFilsafatHukumdan FilsafatHukumlslam,
Mazahib,JurnalPemikiranHukum Islam,Vol.XIV,No.2,2015,him.138.
*“'pasall angka38Undang-UndangNomor7 Tahun2017tentang PemilihanUmum(Pemilu).
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Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD),yangdilaksanakansecaral
angsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
KesatuanRepublikIndonesiaberdasarkanPancasiladanUndang-
UndangDasarNegaraRepublikindonesia Tahun 1945.%

c. PemilihanKepalaDaerah(Pilkada)

Pemilihan  Gubernur dan . Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati,serta Waiikdfa dan Wakil Walikota yahg selanjutnya disebut
Pemilihanadalahpelaksanaankedaulatanrakyatdiwilayahprovinsidankabupa
ten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung
dandemokratis.*

d. TindakPidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang
dandiancam

pidanatetapihanyamenyatakankeadaankonkret,sebagaimanahalnya dengan
peristiwva dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,tingkah laku,
gerak-gerik  atau sikap  jasmani seseorang, hal mana
lebihdikenaldalamtindak-

tanduk,tindakandanbertindakdanbelakangansering  dipakai  “ditindak”.
Tindak sebagai kata tidak begitu dikenal,makadalamperaturanperundang-

undanganyangmenggunakanistilahtindak

“?pasallangkal Undang-UndangNomor7Tahun 201 7tentangPemilihanUmum.

3 pasal 1 angka 1 Undang-UndangNomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
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UndangNomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
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pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun  dalam
penjelasannyahampir selalu dipakai pula kata perbuatan.* Tindak pidana
adalah perilakuyang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya
dianggap
tidakdapatditolerirdanharusdiperbaikidenganmendayagunakansarana-
saranayangdisediakanolehhukumpidana.Perilakuatauperbuatantersebutdap
atberupagangguanataumenim'b'ulkanbahayaterhadapkepentinganatau
obyekhukum tertentu.*
G. MetodePenelitian
1. JenisPenelitian
Jenispenelitianyangdigunakandalampenelitianiniadalahpenelitianhukumem
pirismerupakanpenelitianyangmemperolehdatanyadaridataprimer atau data
yang diperoleh langsung dari masyarakat.*® Berdasarkan jenispenelitian di
atas, penulis memilih penelitian hukum empiris  dengan
studilapanganterhadapdataprimeryangberupahasilwawancaradandatasekundery
ang terdiri daribahan hukum, primerdan bahan hukumsekunder.
2. SumberData |

Datayangdiperolehpenulisdalampenelitianini,meliputi:

*Moeljatno,Asas-asasHukumPidanaEdisiRevisi,Jakarta,RinekaCipta,2009,hIm.60.

** Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidanalndonesia, Jakarta, GramediaPustakaUtama,2003,hIm.61.
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*®Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta,
PustakaPelajar,2013, him.154.
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a. Dataprimer,yaitudatayangdiperolehlangsungdarisumberpertama.*’
Adapun sumber pertama tersebut diperoleh dari
narasumberyangberupahasil wawancara.

b. Data sekunder, vyaitu data yang diperoleh melalui studi
kepustakaanyangterdiri atas:

1) BahanHukumPrimer,antaralain

> Und.ang-.UndangDasarTahun1945;

>- KitabUndang-UndagHukumPidana(KUHP),

» Undang-
UndangNomor1Tahun2015tentangPenetapanPeraturanP
emerintahPenggantiUndang-
UndangNomorlTahun2014tentangPemilihanGubernur,
Bupati,WalikotaMenjadiUndang-Undang,

» Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
PemilihanUmum,

» Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiU
ndang-
UndangNomorl1Tahun2014tentangPemilihanGubernur,
Bupati,WalikotaMenjadiUndang-Undang,

» Undang-
Undang10Tahun2016tentangPerubahanKeduaAtasUnda

ng-UndangNomorlTahun2015
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*’SoerjonoSoekanto,PengantarPenelitianHukum,op.cit.,hlm.12.
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tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang
UndangNomorl1Tahun2014tentangPemilihanGubernur,
Bupati,WalikotaMenjadiUndang-Undang,

» Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
PenyelenggaraPemilihanUmum,

> Und.ang-.

- UndangNomor16Tahun2004tentangKejaksaanRepublik
Indonesia,

» PeraturanMahkamahAgungNomor1Tahun2018tentangT
ataCaraPenyelesaianTindakPidanaPemilihandan
PemilihanUmum,

» Peraturan Bersama Ketua Bawaslu  Repblik
Indonesia,Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan
KejaksaanAgungRepublikindonesiaNomor5Tahun2020,
Nomor 1 Tahun 2020,Nomorl4 Tahun 2020
tentangSentraPenegakanHukumTerpaduPadaPemilihan
GubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,da
n Walikota sertaWakil Walikota.

2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah
danjurnal seputar hukum pidana pemilu dan hukum tata negara

danKejaksaan.

41



LokasiPenelitian

LokasipenelitianiniberadadiKabupatenLimaPuluhKota,ProvinsiSumateraB

arat.
. TeknikPengumpulanData
Penelitianinimenggunakan4(empat)metodedalampengumpulandata,yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan _melalui tanya jawab secara langsung

antarapenulisdengannarasumber.Wawancaramerupakansuatuprosesinte

raksi. dan komunikasi.**Wawancara dilakukan dengan unsur-

unsurSentraPenegakanHukumTerpadu(Gakkumdu)yangterdiridariBaw

aslu, Kejaksaan, dan Kepolisian di Kabupaten Lima Puluh

Kota,ProvinsiSumateraBarat.

b. FocusGroupDiscussion(FGD)

FocusGroupDiscussionadalahbentukdiskusiyangdidesainuntuk

memunculkan._informasi  mengenai _ keinginan,  kebutuhan,

sudutpandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta.

FGDmerupakansalahsatuteknikdalammengumpulkandatakualitatif(emp

iris). Dalam FGD ini melibatkan aparat sentra penegakan

hukumterpadu yang terdiri dari bawaslu, kepolisian,

dan

kejaksaan.Adapunpihak-pihakyang terdapatdalam

FGDtersebutdiantaranya:
1. UnsurKejaksaanterdiridari:

a. AdhityaFebricar,SH (KasiPidumKejariPayakumbuh);
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*®MuktiFajar ND, Yulianto Achmad,op.cit.,hIm.161.
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b. MuhammadAfdal,SH(JaksaFungsionalKejariPayakumbuh)
2. UnsurKepolisianterdiridari:
a. Muhammad Rosidi, S.IK, S.H (Kasat Reskrim
PolresPayakumbuh);
b. IptuNoviandi,SH(KBOPolresKabupatenLimaPuluh Kota)
3. UnsurBawaslu terdiridari:
a. ZumairaS.HI.(D.ivisiPenegakanHukum);
b. Markohi.
c. Observasi
Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti dalam
rangkapengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat
mengamati,mengikutidanmelaksanakansecaralangsungprosedurSentraP
enegakanHukumTerpadu(Gakkumdu)KabupatenLimaPuluhKota.
d. StudiKepustakaan
Menelusuri._datasekunder  yangterdiridari  bahan  hukum
primerdansekunderdenganmempelajaridanmengkajidatasekunderterseb
ut.
5. MetodePengolahan dan AnalisisData
Metode pengolahan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan
sumberdata baik itu data primer maupun data sekunder yang kemudian
melakukanpemeriksaanterhadapsumberdatatersebut,mengklasifikasikandata,da
nmenganalisisdatauntukmenemukanjawabangunamenjawabperumusanmasalah

yangditeliti.Selanjutnya,metodeanalisisdatadilakukandengan

44



deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai
denganpermasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara
menganalisis
datayangdiperolehtersebutdarihasilpenelitanyangtelahdisusunsecarasistemati
suntukmemberikangambaranyangjelasdanlengkapsehinggamenghasilkan
suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk

menjawabrumusanmasalah dalam penelitian.*
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49ZainuddinAli,MetodePenelitianHukum,Jakarta, SinarGrafika, 2009,hIm.107.
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